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Abstrak

Ada beberapa permasalahan didalam penelitian ini mengenai Rendahnya partisipasi dalam kepengurusan IMB,
yang disebabkan penyelesaian pembuatan IMB terkadang di luar jangka waktu yang sudah ditentukan yang
seharusnnya dapat diselesaikan dalam satu minggu, bahkan melebihi waktu tersebut, mengingat waktu ideal
penyelesaian pembuatan IMB selama 14 hari. Tujuan penelitian ini untuk mendeskiripsikan Perspektif
Masyarakat Terhadap Pelayanan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan Penanaman Moda dan
Pelayanan Terpadu Kabupten Kubu Raya. Dengan menggunakan konsep dari Moenir, (2005,270), menyatakan
pelayanan publik yang profesional adalah pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan
responsibilitas dari pemberi layanan yaitu aparatur pemerintah. Penelitian ini menggunakan model penelitian
kualitatif yang merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan
diinterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pelayanan penerbitan IMB pada Badan
Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut
dapat dilihat dari indikator, seperti 1) Rasionalisasi pelayanan IMB belum sepenuhnya dilaksanakan secara
komprehensif; 2) Transparans pelayanan IMB kurang mampu mewujudkan misi organisasi dari aturan yang
ditetapkan dalam pemberian pelayanan kepada public; 3) tanggungjawab pelayanan IMB dinilai masih rendah,
sehingga berindikasi adanya tindakan-tindakan yang menyimpang. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang
rasional, transparan, dan akuntabel, beberapa aspeknya yang harus dipenuhi adalah dengan memberikan
pedoman aparatur dan masyarakat, disamping itu juga perlu dilakukanya pengawasan secara kontinyu agar dapat
meminimalisir kesalahan, serta dalam mewujudkan akuntabilitas aparatur, maka perlu adanya penegasan sanksi
sehingga ada efek jera dari aparat yang melanggar aturan main yang berlaku.

Kata-kata kunci: Pelayanan, Penerbitan, 1zin Mendirikan Bangunan

Abstract

Edo Fionda Darwis. Services Building Permit (IMB) At the Board of Investment and Integrated Services Kubu
Raya. Thesis, Pontianak: Science Program Public Administration Faculty of Social and Politica Sciences,
University Tanjungpura Pontianak. There were several problems in this study regarding the lack participation in
management IMB , caused the completion of the manufacture of imb sometimes outside a period of time that had
been determined that shoud be completed in one week , even above the said period of time, remember a
time of ideal to made this permit of IMB is 14 days. The purpose of this research to decribe perspective of
the community towards service building permits (IMB) on board of investment and integrated services
Kabupaten Kubu Raya. Using the concept of Moenir (2005,270), Said public services professiona is public
services characterized by an absence accountable and responsible of service providers the government apparatus.
This research use the model research qualitative involves the simplification data to in the form of easier read and
interpreted. Result of this research show that the implementation of the issuance service imb on a body of
investment and integrated services Kabupaten Kubu Raya its not based on hope. Such a problem can be among
the , as 1st ) Rationalizing imb service has not yet been fully carried out comprehensively; 2nd ) Transparency
imb service less able to realize the mission organization from an established rule in the provision of servicesto
public; 3rd) responsibility imb service is much lower, so indication the behavior a distorted. In realizing public
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services must provide rationality, transparency, accountable, some aspect that had to be met by giving guidelines
apparatus and society. Besides also needs to be conducted supervision continuously in order to minimize error.
Role in achieving accountability apparatus, we need an affirmation sanctions so there is a deterrent effect of

apparatus against the rules applicable.

Keywords: Service, Publishing, Building Permit.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pelayanan merupakan tugas utama
yang hakiki dari sosok aparatur, sebagal
abdi negara dan abdi masyarakat. Setiap
aparatur berkewgjiban melayani setiap
warga hegara dan penduduk untuk
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya
ddam dadam rangka membangun

kepercayaan  masyarakat  merupakan
kegiatan yang harus dilakukan seiring
dengan harapan dan tuntutan seluruh warga
negara dan penduduk tentang peningkatan
pelayanan Publik.

Salah satu bidang yang menjadi
sorotan masyarakat Kabupaten Kubu Raya
dewasa ini adalah pelayanan di bidang
administrasi pemerintah khususnya
administrasi perizinan dan non perizinan.
Bidang ini memiliki arti penting dalam
kegiatan perekonomian dan berdampak
pada bidang-bidang pelayanan lainnya
Kondis pelayanan perizinan dan non
perizinan selama ini citranya sangat buruk,
tidak ada kepastian, sistem prosedurnya
tidak jelas, persyaratan banyak dan

beragam, proses berbelit-belit, lama dan
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tidak ada limit waktu, maha dan syarat
dengan adanya nuansa kepentingan
pribadi. Buruknya kondisi pelayanan ini
berdampak dengan terganggunya iklim
investasi dan aktivitas kegiatan usaha
perekonomian masyarakat di Kebupaten
Kubu Raya.

Badan Penanaman Moda dan
Pelayanan Terpadu merupakan model
penyelenggaraan pelayanan perijinan dan
non perijinan satu pintu dan satu atap,
dengan tujuan pembentukannya adalah
untuk memberikan kemudahan pelayanan
di bidang perijinan bagi masyarakat
dengan prinsip pelayanan prima dengan
sistem satu pintu dan satu atap. Dalam
upaya mewujudkan reformas pelayanan
publik Kkhususnya bidang perijinan di
Kabupaten Kubu Raya diperlukan
komitmen dan kresatifitas serta inovas
yang kuat dari kepala daerah, dinasinstans
terkait dan segenap aparatur Pemerintah
Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk
membangun sistem yang baik di bidang
pelayanan publik (Renstra Kab. Kubu
Raya, 2014).



Publika, Jurnal S-1 llmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015

Berdasarkan fenomena
menunjukkan bahwa pelayanan IMB
belum menunjukkan suatu rangkaian
kegiatan terpadu yang bersifat sederhana,
terbuka, lancar, tepat, lengkap, waar dan
terjangkau, karena dilihat dari
permasal ahan tersebut, adalah antaralain:

a. Rendahnya partisipas dalam
kepengurusan IMB, yang disebabkan
penyelesaian pembuatan IMB terkadang
di luar jangka waktu yang sudah
ditentukan yang seharusnnya dapat
diselesaikan dalam satu minggu, bahkan
melebihi  waktu tersebut, mengingat
waktu idea penyelesaian pembuatan
IMB selama 14 hari.

b. Kurangnya sosidlisas terhadap syarat
dan prosedur IMB, sehingga masyarakat
merasa kesulitan untuk memenunhi
persyaratan yang diperlukan, serta
jangkauan pelayanan kurang efektif.
Mengingat waktu ideal penyelesaian
pembuatan IMB selama 14 hari.

c. Kurangnya sosialisasi terhadap syarat
dan prosedur IMB, sehingga masyarakat
merasa kesulitan untuk memenunhi
persyaratan yang diperlukan, serta
jangkauan pelayanan kurang efektif.

Sebagai langkah kebijakan untuk
dapat meningkatkan kualitas pelayanan,
daam rangka mensukseskan program

kebijakan perbaikan pembangunan di

bidang perizinan IMB, maka sudah

sewgjarnyalah Badan Penanaman Modd

EDO FIONDA DARWIS, NIM. E21110091
Program Studi llmu Administrasi Negara Fiisp UNTAN

http://jurmafis.untan.ac.id

dan Pelayanan Terpadu, mengoptimalkan
kinerjanya, sehingga hasil yang dicapai
akan semakin baik.

Sehubungan dengan hal tersebut,
maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai masalah perizinan
IMB dengan judul pelayanan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan
Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Kubu Raya.

B. KAJIAN TEORI

Moenir, (2005:270), menyatakan
pelayanan publik yang professiona adalah
pelayanan publik yang dicirikan oleh
adanya akuntabilitas dan responsibilitas
dari pemberi layanan vyaitu aparatur
pemerintah. Ciri-cirinya yaitu: efektif,
sederhana, kejelasan dan kepastian serta
keterbukaan (transparan), efisend,
ketepatan waktu, responsif dan adaptif.

Pelayanan publik mengarah kepada
ukuran kualitas kepuasan masyarakat.
Menurut Napitupulu, (2007:172), ada tiga
dimensi pelayanan prima, yaitu:

a. Realibility, yaitu kemampuan dan
keandalan menyediakan pelayanan
yang terpecaya:

b. Responsiveness, vyaitu kesanggupan
membantu dan menyediakan pelayanan
secara cepat, tepat serta tanggap

terhadap keinginan konsumen,
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c. Emphaty, yaitu sikap tegas tetapi penuh
perhatian  dari  aparat  terhadap
konsumen.

Tujuan pelayanan publik adalah
memberikan  pelayanan yang  dapat
memenuhi dan memuaskan pelanggan atau
masyarakat serta memberikan  fokus
pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan
prima dalam sektor publik didasarkan pada
aksioma bahwa “pelayanan  adalah
pemberdayaan”. Pelayanan pada sektor
bisnis berorientasi  profit, sedangkan
pelayanan prima pada sektor publik
kebutuhan
masyarakat secara sangat baik atau terbaik.
Perbaikan

merupakan kebutuhan yang mendesak

bertujuan memenuhi

pelayanan  sektor  publik

sebagai kunci keberhasilan reformasi
administrass negara. Pelayanan prima
bertujuan memberdayakan masyarakat,
bukan memperdayakan atau membebani,
sehingga akan meningkatkan kepercayaan
(trust) terhadap pemerintah. Kepercayaan
adalah moda bagi
partisipasi masyarakat dalam program

kerjasama dan

pembangunan.
pembangunan.

Konsistensi aparat birokrasi dalam
memberikan pelayanan publik diperlukan
dan menjadi penting dalam suatu
organisas dan jika diabaikan maka akan
muncul adanya ketimpangan dalam
bertindak. Menurut Thoha (2008:49),

bahwa kesesuaian aparat birokrasi dalam
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bertindak sangat diperlukan aturan yang
ditetapkan organisasi, dengan adasan

sebagal berikut ini:
1. Aparat yang konsisten  dalam
pemberian pelayanan dapat

menunjukkan pada adanya kelancaran
kegiatan pelayanan yang menjadi
tanggung jawabnya, sehingga dengan
demikian pelayanan yang diberikan
dapat dinikmati oleh masyarakat dan
akhirnya tidak terdengar adanya
keluhan masyarakat atas pelayanan
birokrasi publik.

2. Aparat birokrasi yang konsisten dalam
penegakan etika harus bertindak
berpedoman aspek-aspek nilai-nilai
etika dan tekad moral  untuk
membangun agar dapat mengurangi
pemborosan negara, hal ini sangat
diperlukan kesesuaian antara perkataan
dan  tindakan  sehingga  dapat
memberantas  kolusi, korupsi, dan
nepotisme.

3. Memiliki tindakan yang berlandaskan
nilai-nilai moral dan etika dari aparat
birokrasi pelayanan publik bisa berarti
tidak akan menjadikan peraturan untuk
mencari nafkah, sehingga kelonggaran
(flexibility) pelayanan akan menjamin
pelayanan yang efektif dan efesien.

4. Dengan tindakan yang membangun
berlandaskan nilai-nilai moral dan etika
dapat membentuk aparat birokrasi
untuk memperhatikan setiap keluhan
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dan segala bentuk penderitaan lain
yang dialami masyarakat pengguna
jasalayanan.

Masyarakat dalam hubungannya
dengan pelayanan aparatur pemerintah
selalu menuntut pemberian pelayanan yang
cepat, cermat maupun ramah. Pencapaian
pelayanan tersebut, maka diperlukan
pemahaman perilaku birokrasi sebagai
suatu tindakan individu bagi keberhasilan
organisasi. Karena individu yang dapat
membawa tatanan birokrasi, kemampuan,
kepercayaan pribadi, pengharapan, dan
pengaaman untuk mencapa  tujuan
organisas. Daam ha ini, lebih
menekankan pada pencarian cara untuk
meningkatkan hasil yang efektif, sehingga
pelayanan yang diberikan memuaskan
masyarakat dan harus berawal dari aparat
birokrasi yang untuk suka bekerja keras.
Sehubungan dengan itu, perilaku aparat
birokrass perlu menciptakan pelayanan
yang baik dengan menghindari
diskriminasi dalam upaya melakukan
pelayanan.

Sehubungan dengan itu, perilaku
aparat  birokras  perlu  menciptakan
pelayanan yang baik dengan menghindari
diskriminasi dalam upaya melakukan

pelayanan.
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Alur Pikir Pendlitian

Pelayanan ljin Mendirikan Bangunan Pada
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Kabupaten Kubu Raya
Permasalahan
1. Rendahnya partisipasi dalam

kepengurusan IMB,
2. Kurangnya optimalisasi sosialisasi syarat

dan prosedurnya.
¢ \ 4 ¢
Rasionalitas Transparans Tanggung Jawab
Pelayanan Pelayanan Pelayanan

A 4

Output
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Masyarakat

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan tujuan mengungkapkan
Masalah perspektif masyarakat terhadap
pelayanan lzin Mendirikan Bangunan
(IMB), dengan indikator rasionalitas,
transparansi dan tanggungjawab
pelayanan. Informan dalam penelitian ini
yaitu: 1) Kepala Badan, 2) Sekretaris, 3)
Kabid Pelayanan Umum dan Pengaduan,
4) Kabid Perijinan Tertentu, 5) Petugas
Pelayanan dan 6) masyarakat yang
mendapatkan pelayanan IMB. Teknik
pemilihan subjek penelitian digunakan
dengan teknik bertujuan (purposive)
maksudnya penentuan subjek penelitian
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diambil kepada orang-orang yang banyak
mengetahui  permasalahan  atau yang
terlibat langsung dalam permasalahan yang
diteliti. Teknik anaisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan analisis data kualitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasonalitas Pelayanan

Setiap pegawai dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsinya,
tentunya harus mempunyai kemampuan
dan keandalan aparat dalam menyediakan
pelayanan yang terpecaya, artinya
kesanggupan aparat birokrasi dalam
menyelesailkan tugas yang diserahkan
kepadanya harus dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya; seperti  menyelesaikan
pekerjaan dengan tepat waktu, tidak
merugikan, dan berani menanggung atau
memikul resiko atas keputusan atau
tindakan yang diambilnya.

Berdasarkan  hasil  wawancara

dengan masyarakat pengguna jasa

pelayanan IMB, mengenai  tingkat
penyelesaian pelayanan IMB diperoleh
keterangan bahwa:

Daam proses mengurus ljin
Mendirikan Bangunan (IMB) oleh petugas
dijanjikan selesai dua tiga hari tapi
kenyataannya belum selesai bahkan sampai

sepuluh hari dengan alasan tidak masuk
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akal, Kepala Badan yang tidak ada untuk
menandatangani. Hal tersebut tentunya
memakan waktu serta biaya, sementara
petugas tersebut merasa tidak bersalah
karena dia cukup memberikan informasi
belum  selesai

menunggu.(Panduan wawancarano. 1).

dan saya disuruh

Kemudian  berdasarkan  hasil

wawancara dengan masyarakat pengguna

jasa pelayanan IMB, mengena keluhan

yang disampaikan dinyatakan bahwa:
“Saya pernah menyampaikan beberapa
keluhan terhadap lamanya proses
penyelesaian IMB yang tidak sesual
dengan prosedur sebagaimana diatur
dalam ketentuan yang berlaku, namun
jawaban yang diberikan aparat tingkat
bawah tidak menyenangkan, dan lebih
lanjut ditanyakan proses tersebut pada
aparat yang lebih senior, jawabannya
juga mengecewakan tidak sesual
dengan harapan masyarakat”, (Panduan
Wawancara No. 2).

Dari pernyataan pengguna jasa
tersebut, dapat ditelaah bahwa nampak
sekali tidak adanya kerjasama antara
aparat birokrasi dalam satu unit tempat
kerja, baik aparat birokrasi level bawah
maupun pejabat birokrasi, sehingga kesan
yang muncul terhadap keluhan yang
disampaikan masyarakat pengguna jasa
merasa dipingpong. Dengan demikian
masyarakat merasa dirugikan atas tindakan
aparat birokras karena aspirasi yang
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disampaikan berkaitan masalah-masalah
yang dihadapi tidak dapat diselesaikan.
Berdasarkan hasil observas
lapangan menunjukkan bahwa rasionalitas
ketepatan waktu pelayanan IMB yang
dilakukan petugas Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten
Kubu Raya, masih terlihat kurang tepat
atau lamban. Karena penggunaan waktu
pelayanan yang diberikan oleh petugas
kurang  maksimal,
pelayanan IMB selalu tertunda atau tidak

sehingga  proses

sesuai  dengan waktu yang sudah
ditetapkan.

2. Trangparans Pelayanan
Transparans informasi  birokrasi
dalam pemberian pelayanan publik masih
tetap menjadi isu yang penting bagi upaya
ke arah perbaikan kinerja birokras
pemerintah. Tindakan untuk melakukan
reformas  birokras terutama diarahkan
pada upaya untuk peningkatan efisiens,
transparansi, dan akuntabilitas efisiens,
transparansi, dan akuntabilitas birokrasi.
Transparanss dalam  birokrasi  dapat
memberikan implikasi pada meningkatnya
tingkat korupsi di dalam birokrasi, tetapi
reformasi  tetap dilakukan di semua
tingkatan birokrasi. Apabila reformas
dilakukan padatingkat birokrasi pusat sgja,
hal  tersebut justru hanya  akan
memindahkan korupsi dan birokras pusat

ke birokrasi yang ada di daerah.

EDO FIONDA DARWIS, NIM. E21110091
Program Studi llmu Administrasi Negara Fiisp UNTAN

http://jurmafis.untan.ac.id

Acuan pelayanan yang digunakan
oleh aparat birokras juga dapat
menunjukkan tingkat akuntabilitas
pemberian pelayanan publik.  Acuan
pelayanan yang dianggap paling penting
oleh birokras dapat merefleksikan pola
pelayanan yang dipergunakan.

Berdasarkan  hasil  wawancara
dengan masyarakat yang mendapatkan
pelayanan IMB, mengenai upaya yang
dilakukan petugas dalam mensosialisasikan
Peraturan daerah mengenai  prosedur
pelayanan IMB bahwa:

“Petugas Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu
Raya dalam wupaya memberikan
pelayanan IMB mash ada kesan
kurang memahami mengenai prosedur
IMB, dalam artian

pelayanan belum

pelayanan
memberikan
sepenuhnya  dengan  memberikan
informasi yang mudah dipahami. Hal
ini berarti, ddam pelayanan petugas
belum melaksanakan tugasnya dengan
pengetahuan atau keterampilan yang

cukup”, (Panduan Wawancara No.7).
Pernyataan ini  diperkuat hasil
wawancara dengan salah satu masyarakat
pengguna jasa pelayanan IMB, mengenal

proses permohonan IMB bahwa

“Proses permohonan IMB  cukup
panjang, sehingga memakan waktu
cukup lama, saya enggan untuk
mengurus sendiri. Urusan tersebut saya
7
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serahkan kepada salah seorang petugas
dengan kerdlaan memberikan uang
balas jasa. Menurut saya ini keadaan
seperti ini sudah menjadi rahasia
umum, disamping bisa memberikan
tambahan pendapatan kepada yang
bersangkutan, dia mengetahui seluk-
beluk untuk urusan tersebut. Apabila
saya urus sendiri birokrasinya cukup
panjang dan tidak ada kejelasan”,
(Penduan Wawancara No. 8).
Pernyataan
tersebut,

dari masyarakat
semakin membuktikan
kecendrungan aparat birokrasi dalam
pemberian pelayanan terhadap pengguna
jasa khususnya pelayanan permohonan
IMB. Ha ini, dapat merugikan pihak
masyarakat pengguna jasa  sebagai

pengguna layanan. Kerugian yang
ditimbulkan oleh masyarakat pengguna
jasatersebut, yaitu rugi waktu karena harus
melalui prosedur atau berbagai macam
persyaratan, apabila tidak diurus cao
dengan biaya yang membengkak karena
harus mengeluarkan uang lebih sebagai
balas jasa.

Hal ini tercermin dari tata cara
pelayanan yang diberikan oleh petugas
tersebut belum memuaskan pengguna jasa.
Keluhan yang  disampaikan  oleh
masyarakat terhadap kualitas diselesaikan
dan kemampuan aparat untuk mersepon
keluhan  dari

masyarakat pengguna jasa ternyata masih

kemunculan  berbagai
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lemah. Hal ini membuktikan rendahnya
responsifitas aparat birokrasi. Menanggapi
permasal ahan yang dihadapi pengguna jasa
seharusnya aparat birokras tanggap dan
cepat menanggapi apa yang menjadi
masalah,  kebutuhan,
masyarakat pengguna jasa sebagai orang

dan  aspiras
yang dilayaninya. Pelayanan yang
diterimanya belum dapat diselesaikan dan
kemampuan aparat untuk mersepon
keluhan  dari

masyarakat pengguna jasa ternyata masih

kemunculan  berbagai
lemah. Hal ini membuktikan rendahnya
responsifitas aparat birokrasi. Menanggapi
permasal ahan yang dihadapi pengguna jasa
seharusnya aparat birokras tanggap dan
cepat menanggapi apa yang menjadi
masalah,  kebutuhan,
masyarakat pengguna jasa sebagai orang

dan  aspiras

yang dilayaninya.

3. Tanggungjawab Pelayanan
Tanggung jawab pelayanan
merupakan sikap tegas dengan penuh
perhatian dari aparat terhadap konsumen,
tidak telepas dari ketulusan hati seorang
aparat  birokrass daam memberikan
pelayanan kepada masyarakat serta
kemampuan untuk tidak menyal ahgunakan
wewenang yang diberikan kepadanya,
sehingga terkesan jujur dalam bekerja
Operasionalnya, skap tanggung jawab
petugas dalam proses pelayanan dijabarkan
beberapa indikator, vyaitu (1) aparat
8
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birokras tidak menyalahkan gunakan
wewenang dalam pemberian pelayanan, (2)
sikap berterus terang aparat birokrasi
dalam pelayanan, (3) Sikap ramah dan
santun aparat birokrasi, dan
(4) menjalankan tugas dengan setia.
Berdasarkan  hasil  wawancara,
dengan masyarakat yang mengurus
pelayanan penerbitan IMB, mengenai
tindakan petugas dalam memberikan
pelayanan IMB, dinyatakan bahwa:
“Tindakan petugas dalam memberikan
pelayanan permohonan IMB terlihat
masih adanya yang bertindak di luar
aturan yang telah ditetapkan dan tidak
ada koordinasi yang bak dalam
peneragpan aturan, sehingga terjadi
multi interpretas dalam menjalankan
kewenangan yang dimiliki oleh petugas
tersebuit. tindakan

penyalahgunaan wewenang tersebut

Adanya

masyarakat merasa dirugikan dalam
proses pelayanan”, (Panduan
Wawancara No. 12).

Lebih jelasnya dapat dilihat dari
pengakuan seorang petugas Pelayanan
Perijinan,
dilakukan dalam melaksanakan tugas

mengenai  aktivitas  yang

pelayanan informasi mengena prosedur

IMB. hasil wawancara, diketahui bahwa:
“Informasi  tentang aturan sudah
disosidlisasikan melalui media masa,
namun kami akui hasilnya belum

maksimal, keterbatasan pegawai yang
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ada, disamping pemahaman
masyarakat kita belum sama karena ada
ketimpangan balk sis pendidikan
maupun ekonomi, namun kedepan
diusahakan program akan dipokuskan
sosialisasinya lewat sistem komunikas
secara langsung berupa penyuluhan”.
(Pedoman wawancara, No. 4).

Indikasi pelayanan seperti ini
nampaknya secara kuantitas, rasio antara
jumlah pegawai dengan masyarakat yang
dilayani belum seimbang. Selain itu,
jangkauan pelayanan yang bersangkutan
cukup luas, sehingga pelayanan yang
diberikan belum maksmal. Berkaitan
dengan itu, juga disebabkan oleh
rendahnya kemampuan aparat birokrasi
dadam memberikan informas  secara
transparan, apabila ada masyarakat
pengguna jasa yang kebingungan dan tidak
ada petunjuk yang jelas serta di bagian
informasi mejanya sering kosong. Hal ini,
seperti  terlihat banyak pegawai yang
berada di kantin pada waktu jam kerja,
tanggap  terhadap

mondar-mandir

pegawai tidak

masyarakat yang
kebingungan, dan kurang adanya sikap
aparat untuk sekedar menyapa keperluan
orang tersebut. Ha ini, semakin
membuktikan tidak adanya keterbukaan
gparat daam memberikan pelayanan
dengan pengguna jasa. Dengan demikian,
maka dapat dinila  tanggungjawab

pelayanan dari aparat ini masih rendah.
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Hasl wawancara diperoleh
keterangan dari masyarakat pengguna jasa
permohonan IMB, mengena keadilan
petugas dalam memberikan pelayanan
IMB, dinyatakan bahwa:
“Petugas dalam memberikan pelayanan
IMB belum bersikap adil. Hal tersebut
terlihat nepotisme masih kental dalam
urusan hirokrasi di dinas tersebut.
Sikap petugas yang masih berbau unsur
nepotisme dalam proses pelayanan.
Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa unsur nepotisme masih terjadi
dadam urusan pelayanan publik.
Kenyataan tersebut didukung dengan
adanya sikap pelayanan yang memihak
dadam artian tidak memberikan
perlakuan yang sama terhadap
masyarakat. Kenyataan seperti ini yang
terjadi akan merugikan saya sebagai
pengguna jasa”’, (Panduan Wawancara
No. 14).

Berdasarkan pernyataan tersebut,
dapat ditelaah bahwa ketersediaan petugas
dadam memberikan pelayanan IMB,
berkaitan dengan waktu penyelesaian
pembuatan IMB adalah batas waktu yang
telah ditetapkan untuk menyelesaikan IMB
yang digjukan oleh masyarakat pada Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Kubu Raya. Untuk masalah
waktu penyelesaian ini pihak terkait belum
memiliki Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang mengatur secara tetap. Artinya
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dalam menyelesaikan proses pengurusan
IMB yang digjukan masyarakat belum ada
jelas. Masalah

keterlambatan ini juga sering terjadi karena

kepastian yang
susashnya untuk  memenuhi  semua
kelengkapan persyaratan administrasi.
Kelengkapan persyaratan administrasi
menjadi salah satu penghambat lamanya
proses pelayanan
tersebut.

pengurusan IMB

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian
dan analiss mengena pelayanan ljin
Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Kubu Raya dapat disimpulkan
sebagal berikut ini:

1. Rasiondisas pelayanan IMB terlihat
belum maksimal, karena tindakan
aparat yang lebih menunjukkan adanya
diskriminasi dalam pelayanan.

2. Transparansi pelayanan IMB belum
menunjukkan  keterbukaan, baik
mengenai  prosedur, biaya dan waktu
dalam penerbitan IMB.

3. Tanggungjawab pelayanan IMB dilihat
belum makimal. Hal ini, terlihat
lemahnya penerapan kode etik aparat,
rendahnya kesadaran aparat birokrasi
akan tanggung jawab dan disiplin
dalam proses pelayanan.

10
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F. SARAN

Berdasarkan dari beberapa
kesimpulan tersebut, dalam penelitian ini
dapat disarankan, bak kepada aparat
Badan Penanaman Moda dan Pelayanan
Terpadu Kabupaten Kubu Raya, maupun
masyarakat yang ingin mengurus IMB,
yaitu sebagai berikut:
1. Dalam  mewujudkan rasionalitas
pelayanan, maka perlu membuat
Standar Operasional Prosedur (SOP)

sebagal pedoman  apartur  dan

masyarakat ~ dalam memberikan
pelayanan IMB.
2. Untuk  mewujudkan transparans

pelayanan sesuai dengan harapan
masyarakat, maka perlu adanya
pengawasan yang lebih baik, karena
dengan melalui pengawasan Yyang
kontinyu, maka akan mengurangi
kesal ahan-kesalahan atau
penyimpangan.

3. Untuk mewujudkan tanggungjawab
aparat dalam memberikan pelayanan
yang berkualitas, maka perlu ada
penegasan sanks sehingga ada efek
jeradari aparat yang melanggar aturan

main yang berlaku.
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